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KATA PENGANTAR

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indicator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja
dan system kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen
mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan
wood governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP
selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketetapan
program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi public di mata masyarakat
berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian
menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu
seharusnyalah satuan unit kerja pelayanan public instansi pemerintah memiliki standar
operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dapat dievaluasi dan terukur. Dan diharapakan dengan adanya Standar Operasional
Prosedur ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat melaksanakan kegiatan serta
proses ketja secara baik dan memuaskan sesuai dengan tujuan pembuatan SOP sebenarnya yaitu
dapat menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi

pemerintah untuk mewujudkan good governance.
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BABI1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi efektif, efisien, dan
ckonomis adalah dengan menerapkan srandar operasional prosedur pada seluruh proses
penyelengaraan administrasi pemerintahan. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. bagaimana dan kapan harus dilakukan,
dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP pada dasarnya merupakan pedoman yang berisi
prosedur operasional standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi yang digunakan
untuk memastikan bahwa semua keputusan dan Tindakan, serta penggunaan fasilitas proses
vang dilakukan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa berjalan

efektif dan efisien, konsisten, standar, dan sistematis.

Dengan adanya SOP, penyelengaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan
pasti, sehingga berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun
terjadi penyimpangan maka dapat dtemukan penyebabnya. Kondisi tersebut pada gilirannya

membuat kualitas pelayanan kepada public akan menjadi lebih baik.

Sebagai suatu manual prosedur. SOP harus disusun agar dapat memenuhi kebutuhan
penggunanya secara spesifik atau khas karena kebutuhan SOP tiap-tiap unit kerja tidak
selalu sama. Jika akan menggunakan SOP unit kerja lain maka yang harus dilakukan
adalah mengadaptasikannya ( to adapt) bukan mengadobsi ( to adopt). Oleh karena
penyusunan SOP harus khas dan spesifik sehingga diperlukan pedoman penyusunan SOP

yang mengikat dan menjadi acuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya pedoman penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan pedoman
dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor, dan
mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan adanya SOP
diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan
sehingga memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu
tugas;

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan pegawai dalam
melaksanakan tugas;

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu
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dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang merupakan cara konkrit untuk memperbaiki

kinerja serta membantu mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan;
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7. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi kualitas, waktu, dan
prosedur;
8. Sebagai instrument yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum
karena tuduhan melakukan penyimpangan;
9. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
10. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan Pelayanan
I1. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan
pelayanan tugas umum pemerintahan;
12, Memberikan kejelasan dan transparansi kepada pihak-pihak terkait mengenai hak dan

kewajibannya dalam suatu uraian prosedur;dan

[
(%]

Menekan angka korupsi,kolusi dan nepotisme;
Sasaran :

1. Meningkatkan pelayanan public yang prima;

2. Meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Asas Penyusuna SOP

I. Asas Pembakuan
SOP disusun berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah dibakukan sehingga dapat
menjadi acuan yang baku dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing,

2. Asas Pertanggungjawaban
SOP dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi isi, bentuk, prosedur, dan standar

yang ditetapkan maupun keabsahannya.
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Asas Keterkaitan

Dalam pelaksanaanya SOP senantiasa terkait dengan kegiatan administrasi umum
lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Asas Kecepatan dan Kelancaran

Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas maka SOP dapat digunakan untuk
menjamin terselesaikannya suatu tugas pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan, tepat sasaran, menjamin kemudahan dan kelancaran secara prosedural.

5. Asas Keamanan

SOP harus aman sechingga dapat menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan tugas sesuai denga napa yang telah ditetapkan sehingga dapat
tercipta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.

6. Asas Keterbukaan

Adanya SOP dapat meciptakan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas sehingga

tidak akan muncul kecurigaan.




4. Prinsip Penyusunan SOP
1. Kemudahan dan Kejelasan

Prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh
semua pegawai bahkan oleh seseorang yang sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya.
SOP harus dibuat secara jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami dan diterapkan.,

2. Efisiensi dan efektivitas

Prosedur yang di standarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif
dalam proses pelaksanaan tugas.

3. Keselarasan

Prosedur yang di selenggarakan harus selaras dengan prosedur standar lain yang terkait.

4. Keterukuran

Qutput dari prosedur yang di standarkan mengandung standar kualitas (mutu) tertentu
yang dapat diukur pencapaian dan keberhasilannya

5. Dinamis

Prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan
peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaran administrasi
pemerintahan.

6. Berorientasi Pada Pengguna
Prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga
dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.

7. Kepatuhan Hukum
Prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-
undangan.

8. Kepastian Hukum
Prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk
hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrument untuk melindungi pegawai

dari kemungkinan tuntutan hukum.

5.  Ruang Lingkup

SOP meliputi seluruh proses penyelenggaran administrasi pemerintahan termasuk
pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh

unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.




BAB II

PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Manggarai Barat.

2. Tugas Pokok dan fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas
pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

menyelenggarakan fungsi:
a. penetapan dan penyelenggaraan penataan desa;

b. penetapan dan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran

administrasi pemerintahan desa;
¢. penetapan dan penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar desa;

d. penetapan dan penyelenggaraan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah serta
pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum

adat yang sama dalam Daerah;
€. penetapan dan penyelenggaraan administrasi dinas;
f.  pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;

g penyelenggaraan pemantauan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan
pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa:

dan

h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinva.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan
fungsi ;
a. penyusunan rencana dan kebijakan teknis berdasarkan kebijakan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan
program, perlengkapan, keuangan dan pelaporan serta urusan kepegawaian
dan umum;

¢. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

d. pelaksanaan penataan arsip/ perpustakaan, penertiban administrasi dan
persuratan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,




¢. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan urusan program dan
perlengkapan, keuangan dan pelaporan serta urusan kepegawaian dan umum:

f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: pembinaan dan tata laksana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

g. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan
program/ kegiatan/ anggaran dan penyusunan laporan-laporan kegiatan,
bulanan, triwulan, semester dan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

h. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan; pengoordinasian penyiapan dokumen perencanaan dan
kerangka regulasi berkaitan program dan pelaporan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa; pengoordinasian penyusunan bahan Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan ( RKT), Rencana
Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA), perubahan
DPA, Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ), dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

1. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan perencanaan dan pelaporan;

J. pengoordinasian pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
Dalam melaksanakan tugas kepala bidang pemerintahan desa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa:
fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,
fasilitasi penyusunan produk hukum desa:

fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa:
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pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh
desa,

f.  pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa:

g. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
h. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

1. pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD:

J. fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;

k. evaluasi dan pengawasan peraturan desa:

I fasilitasi penyusunan profil desa;

m. fasilitasi manajemen pemerintahan desa:

n. fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;

0. pelaksanaan sosialisasi, pengembangan sistem informasi. bimbingan teknis,

peningkatan kapasitas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa
dalam bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan pemerintahan
desa serta profil dan evaluasi perkembangan desa:

p. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan
pelaporan bidang penataan desa;

q. pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.




Dalam melaksanakan tugas kepala bidang pengelolaan keuangan desa menyelenggarakan

fungsi:
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penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan desa,

fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa:

fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa:

fasilitasi pengelolaan keuangan desa;

fasilitasi pengelolaan aset desa;

pembinaan dan pemberdayaan bum desa dan lembaga kerja sama antar desa;

pelaksanaan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis,
peningkatan kapasitas pemerintah desa mengenai tata cara pengadaaan barang
Jasa, standarisasi harga barang jasa di desa dan penyaluran anggaran desa;

pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan
dan pelaporan bidang penataan desa.

Dalam melaksanakan tugas kepala bidang pemberdayaan dan kerjasama desa

menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan kerjasama desa:
b. fasilitasi kerja sama antar desa:
c. fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga;
d. fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan:
e. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa

45

dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;

fasilitasi  penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat desa;

fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat:
kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat;
peningkatan kapasitas kelembagaan;

penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan;

pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan
pelaporan bidang pembedayaan dan kerjasama desa: dan

pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, UPTD dan

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan

masingmasing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya. Setiap pimpinan di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi




pelaksanaan tugas masing-masing. Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku Setiap pimpinan di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dan

wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasanya
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BAB II1
PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ADMINISTARSI PEMERINTAH (SOP-AP)

A. Jenis Pelayanan

NO NAMA SOP-AP NOMOR

SOP-AP
1. [SOP PENERIMAAN SURAT MASUK 01
2. |SOPPENGAJUAN SURAT KELUAR 02
3. |SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN 03
4. |SOP PENGARSIPAN 04
5. [SOP PEMBUATAN NOTA DINAS 05
6. |SOP PEMBUATAN SPT DAN SPPD 06
7. |SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS 07
8. [SOPPENGAJUAN PERMOHONAN CUTI 08
9. |SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN 09
10. |SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DINAS 10

11. [SOP PENYUSUNAN DOKUMEN SURAT PERINTAH 11
MEMBAYAR (SPM)

12. |[SOP PENYUSUNAN RKA/DPA 12
13. [SOP PENYUSUNAN RENSTRA 13
14. |SOP PENYUSUNAN RENJA 14
15. [SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 15
16. |[SOP PENYUSUNAN LAKIP 16
17. I[SOPIKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) 17
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18. |[SOP PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, 18
PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS
DESA

19. |SOP FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM 19
KABUPATEN/KOTA

20. |SOP FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN 20

PIHAK KETIGA DALAMKABUPATEN/KOTA

21. |SOP BULAN BAKTI GOTONG ROYONG 21

22. |\SOP PEMBINAAN TPP P3MD DALAM 22
PENDAMPINGAN BUMDES

23, |[SOP FASILITASI KEGIATAN PKK 23

24. |SOP FASILITASI MUSRENRANG 24

25. [SOPPENDATAAN PROFIL DESA/KELLURAHAN 25

26. [SOP PEMBINAAN FASILITASI PENYUSUNAN 26
APBDes

27. [SOP INVENTARIS PRODUK HUKUM DESA 27

(PERATURAN DESA TENTANG APBDES DAN
PERTANGGUNGIJAWABANNYA)

28. [SOP FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN 28
KEPALA DESA

29. [SOP PENYUSUNAN INFORMASI 29
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(IPPD)

30. SOP PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN 30

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN

31.[SOP PENYUSUNAN LAPORAN 31
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD) AKHIRMASA JABATAN

32.|SOP PENYUSUNAN LAPORAN 32
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD) AKHIRTAHUN ANGGARAN

33.SOP PENERBITAN SURAT PENGANGKATAN 33
PENJABAT KEPALA DESA

34.SOP PENGESAHAN KEANGGOTAAN BADAN 34
PERMUSYAWARATAN DESA

35. SOP FASILITASI REKRUITMEN PERANGKAT 35
DESA BARU

36. SOP PENYUSUNAN REGULASI PERATURAN 36

DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

12




37..SOP BIMBINGAN TEKNIS APARATUR 37
PEMERINTAHAN DESA

38. [SOP PENYUSUNAN RENCANA 38
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPIMDes)

39.SOP PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 39
PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)

40. SOP WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN 40
DESA

41.|SOP PEMBINAAN KEUANGAN DESA 41]
BERBASIS APLIKASI

42. SOP PEMANFAATAN ASET DESA (BANGUN 42 N
GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA)

43.[SOP PEMANFAATAN ASET DESA 43
(KERJASAMA PEMANFAATAN)

44. SOP TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA 44
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

45.[SOP MONITORING DAN EVALUASI 45
PENATAUSAHAAN ASET DESA

46. [SOP PEMBINAAN HASIL MONITORING DAN 46
EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET DESA

47.\SOP PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN 47
DESA
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B. Susunan Tim Penyusun SOP

Tim penyusun SOP- AP

No Jabatan Nama
1. Ketua Pius Baut, SE
2. Sekretaris Yesualdus R.M.A Ngolong, S.IP
3. Anggota Emilius Mancak, SM
Maria Leoni Gaut, SH

C. Tugas Tim
a) Menyusun rekomendasi hasil evaluasi untuk penyempurnaan SOP
b) menyiapkan data pendukung lain (nama kelembagaan, dasar hukum, pejabat
penetap SOP

¢) melaksanakan proses kerjasesuai dengan tugas dan fungsi

D. Kewenangan Tim
a) melakukan penyusunan pedoman
b) penyusunan program kerja dan sosialisasi kebijakan melaksanakan kegiatan
asistensi dan fasilitas, serta melakukan koordinasi penyusunan SOP bagi
seluruh satuan/unit organisasi yang ada di Kementerian/LLembaga/Pemerintah

Daerah
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BAB IV

PENUTUP

Standar Operasional prosedur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai
Barat yang mencakup Bidamg Sekretariat, Bidang Pemerintahan Desa. Bidang Pengelolaan Keuangan
Desa, Bidang Penataan Desa, dan Bidang Pemberdayaan dan Kerjasama Desa, SOP ini dijadikan sebagai
sumber pedoman utama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi masing-masing bidang, untuk memberikan pedoman yang terarah dan baku untuk setiap orang
yang terlibat pada bagian tertentu. Maka, SOP membantu pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui
tugasnya dan lebih fokus dalam menjalankan tugas yang telah diatur dalam SOP.

Standar Operasional prosedur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai

Barat ini harus diimplementasikan dengan baik untuk mendukung terwujudnya good governance.
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NOMOR SOP | DPMD 410/382/%(/2024

TANGGAL 3 - l0- 2024
PEMBUATAN

TANGGAL -
REVISI

TANGGAL 2 - - 202y

EFEKTIF
';:"ﬂ‘:i K S
A AT S5,
s 25

v, |
DISAHKAN /' #Has PMD, [
PEMERINTAH OLEH {{® Ul
KABUPATENMANGGARAI BARAT HafP iﬁﬂw
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ".,_.* SE
> %3__1, . i .'f}f’éuna Muda
o [ENp97005051999031006
SEKRETARIAT NAMA SOP | :'SOP PENERIMAAN SURAT MASUK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

I. Peraturan Pemerintah NomoUndang-undang 1. Menguasai dan memahami Nomenklatur surat
Nomor 28 Tahun 1999 tentang 2. Menguasai komputer Microsoft Office
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 3 Menguasai administrasi ketatausahaan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomot
25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesiig
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedug
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.

7. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 6(
Tahun 2022 Tentang Penjabarab Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat.

4. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya

2

KETERKAITAN : ' PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengajuan Surat Keluar 1. Alat Tulis (ATK)
2. SOP Pengarsipan Surat 2. Komputer

3. Printer dan Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Buku Agenda Surat Masuk
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NOMOR SOP :DPMD.410/ /12024
TANGGAL '
PEMBUATAN
TANGGAL -
REVISI
TANGGAL
EFEKTIF

Yy N\‘AH 1(4;)5‘ ,
DISAHKAN ’w ¥ epala '\‘QMD,[

PEMERINTAH OLEH  [/d
KABUPATENMANGGARAI BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA A A ‘
% w gla Muda
%@qwgas 1999031006
SEKRETARIAT NAMA SOP | "SOR-PENGAJUAN SURAT KELUAR
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan  Pemerintah  NomolUndang-undang 1. Menguasai dan memahami Nomenklatur surat

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 2. Menguasai komputer Microsoft Office

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsiy 3. Menguasai administrasi ketatausahaan

Kolusi dan Nepotisme. 4. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di

Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomoti
2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Baraf
omor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedud
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.

7. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60
Tahun 2022 Tentang Penjabarab Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat

&)

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Surat Masuk 1. Alat Tulis (ATK)
2. SOP Pengarsipan Surat 2. Komputer

3. Printer dan Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
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NOMOR SOP c:DPMD . 410/482/%x(/2024
TANGGAL C 2 -l0 - o2y

PEMBUATAN
TANGGAL -
REVISI
TANGGAL L2 - U - 202y
EFEKTIF

o
A Y

DlSAHKAIﬁ-’;go
PEMERINTAH OLEH ;;:'2; Di
KABUPATEN MANGGARAI BARAT (| & [ PEMBERDAM 24
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN ‘kq- MAsYA A AUK
DESA \ DAN.D
\%V,% .
SEKRETARIAT NAMA SOP 3 “Sﬁi%'“PE MBUATAN SURAT
KEPUTUSAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah NomoUndang-undang 1. Menguasai dan memahami Perundang-undangan
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 2. Menguasai komputer Microsoft Office
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi] 3. Menguasai administrasi ketatausahaan
Kolusi dan Nepotisme. 4. Menguasai dan memahami Nomenklatur surat

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesiia
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
omor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Surat Masuk 1. Alat Tulis (ATK)
2. SOP Pengajuan Surat Keluar 2. Komputer

3. Printer dan Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika Surat Keputusan tidak dibuat sesuat Penekanan 1. Nomor Surat Keputusan
Tugas kegiatan tidak bias terlaksana 2. Buku Agenda Surat Keputusan
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NOMOR SOP cDPMD . 410/382/x1/2024
TANGGAL I 3-lo -202y
PEMBUATAN
TANGGAL -
REVISI
TANGGAL
EFEKTIF

PEMERINTAH DISAHKAN ¢ 4\

o
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH i
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

i f

R 8

%

AR
NGe

¥

\
\
\»
il

SEKRETARIAT NAMA SOP ‘* sé@ ‘PENGARSIPAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah NomoUndang-undang 1. Menguasai dan memahami Nomenklatur surat
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 2. Menguasai komputer Microsoft Office
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi] 3. Menguasai administrasi ketatausahaan
Kolusi dan Nepotisme. 4

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesiia
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Manggarai Barat.

. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Surat Masuk I. Buku Agenda
2. SOP Pengajuan Surat Keluar 2. Buku Arsip
3. Box File
4. Map
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Tidak tertib administrasi | 1. Laporan Kegiatan
2. Berkas sulit didapat apabila sewaktu-waktu . 2. Surat Keputusan
dibutuhkan ' 3. Dokumen keuangan
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NOMOR SOP :DPMD . 410/382/%x(/2024
TANGGAL 13 - to- 2024
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL X -0~ 2024
EFEKTIF

o

ﬁ/fﬂ'("'\H ;La A
PEMERINTAH DISAHK AN, (j‘" wfraas PMD, [\
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH  {&/T A3\
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA { ’\ fp
i
\\%4’ emuine Ua Muda
A wm-g"gqhgsw 1999031006
SEKRETARIAT NAMA SOPS5=SOP-PEMBUATAN NOTA DINAS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah NomoUndang-undang 1. Menguasai dan memahami Nomenklatur surat
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 2. Menguasai komputer Microsoft Office
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi] 3, Menguasai administrasi ketatausahaan
Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2§
Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesiia
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
omor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Manggarai Barat.

B~

Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Surat Masuk 1. Alat Tulis (ATK)
2. SOP Pengajuan Surat Keluar 2. Komputer

3. Printer dan Scanner

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Keterlambatan penyampaian laporan Kedinasan
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NOMOR SOP :DPMD.410/282/x,/2024

TANGGAL 12 - 0- 202y

PEMBUATAN

TANGGAL

REVISI

TANGGAL P12 - u - 202y

EFEKTIF

& e Kg o™ |

PEMERINTAH DISAHKAN 7 $}Kepals Nfas PMD] Y

KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH .‘. ;\; *
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA i i:i‘" (
W

orT0s05199903 1006

SEKRETARIAT NAMA SOP ":-%fﬁé%“PENGUSULAN KENAIKAN
PANGKAT
PNS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah NomoUndang-undang 1. Menguasai dan memahami Nomenklatur surat
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 2. Menguasai komputer Microsoft Office
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsij 3, Menguasai administrasi ketatausahaan
Kolusi dan Nepotisme. 4

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesiia
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
omor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Surat Masuk 1. Alat Tulis (ATK)
2, Komputer

3. Pnnter dan Scanner

. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya

2. SOP Pengajuan Surat Keluar

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Kelengkapan berkas mempengaruhi proses | Arsip surat masuk dan surat keluar tersimpan dalam aplikasi e buddy
pengusulan kenaikan pangkat PNS

2. Mengakibatkan pegawai bersangkutan tidak
terusul kenaikan pengkatnya

33
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NOMOR SOP :DPMD . 410/382/%/2024
TANGGAL -3 - 0 - o2y
PEMBUATAN
TANGGAL -
REVISI
TANGGAL
EFEKTIF
PEMERINTAH DISAHKAN /
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH ‘;‘;" ;
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA §
SEKRETARIAT NAMA S0P b = S@P PENGAJUAN PERMOHONAN CUTI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah NomoUndang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 8§ Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesiia
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
omor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat

1. Menguasai dan memahami Nomenklatur surat

2. Menguasai komputer Microsoft Office

3. Menguasai administrasi ketatausahaan

4, Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP PENGARSIPAN SURAT 1. Alat Tulis (ATK)
2. Komputer

3. Printer dan Scanner

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila usulan pensiun tidak dibuat / terlambat
mengakibatkan gaji pegawal yang bersangkutanterputus
mulai terhitung masa pensiun sampai

dengan menunggu SK pensiun terbit

Arsip surat masuk dan surat keluar tersimpan dalam aplikasi € buddy
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NOMOR SOP - DPMD 410/382/ %/2024
TANGGAL . 3~ (O- 2024

PEMBUATAN
TANGGAL -
REVISI
TANGGAL 2 - 1t - 2024
EFEKTIF

PEMERINTAH DISAHKA
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH f’,q.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SEKRETARIAT NAMA SOP ?’EN’?USUNAN LAPORAN

S EMESTERAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | 1. Pendidikan SI
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 | 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang penyusunan Laporan
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Semesteran
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3, Memiliki Kewenangan untuk Menyusun Laporan Semesteran

2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Menguasai komputer Microsoft Office
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan | 5. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

B
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KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Penyusunan Laporan Keuangan Dinas 1. Alat Tulis (ATK)
2. Perangkat Komputer

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak | SOP Penyusunan Laporan Semesteran menjadi dasar dalam melakukanMonitoring
dijalankan sesuai dengan SOP yang telahditetapkan | dan evaluasi kegiatan.

maka proses Penyusunan LaporanSemesteran tidak akan
berjalan lancar
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NOMOR SOP | . DPMD 410/382/ %(/2024
TANGGAL P g R
PEMBUATAN 4= 10~ 2oy
TANGGAL
REVISI
TANGGAL Sz - It - 2024
EFEKTIF
F,—;;; 5};,4 M“ A
PEMERINTAH DISAHKA :,oq»\ Atafdirids PMD,
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH YT e
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA g Pws N
* o
%‘_’ ha Muda
2 ) 5 1999031006
SEKRETARIAT NAMA SOP “\%YUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DINAS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | 1. Pendidikan S1
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 | 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang penyusunan Laporan
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Keuangan
Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan. 3. Memiliki Kewenangan untuk Menyusun Laporan Keuangan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Menguasai komputer Microsoft Office
Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang | 5 Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Manggarai Barat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

2

e

o
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KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Laporan Semesteran 1. Alat Tulis (ATK)
2. Perangkat Komputer

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak | SOP Penyusunan Laporan Keuangan menjadi dasar dalam melakukanMonitoring
dijalankan sesuai dengan SOP yang telahditetapkan | dan evaluasi Pengelolaan Keuangan.

maka proses Penyusunan LaporanKeuangan Dinas tidak
akan berjalan lancar
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NOMOR SOP :DPMD 4103%2/%(/2024
TANGGAL 13 - lo - 2024
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL -0~ 202y
EFEKTIF

PEMERINTAH DISAHKAN
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH {"g ‘>
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA If &
o
\:.\\. A \ : )
Zf*‘fﬁw?@w(ﬁ 1999031006
SEKRETARIAT NAMA SOP=RIAPENYUSUNAN DOKUMEN SURAT
le'RINTAH MEMBAYAR (SPM)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan | 1. Pendidikan SI

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Dokumen Surat
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Perintah Membayar (SPM)

Tentang Pedoman Penyusunan Standar | 3. Menguasai komputer Microsoft Office

Operasional Prosedur Administrasi | 4. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik
Pemerintahan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Manggarai Barat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2019 tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Keuangan No.

170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian
Tagihan

47




Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Pada Satuan Kerja,

9. Peraturan Menteri Keuangan No.
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Laporan Semesteran 1. Alat Tulis (ATK)
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Dinas 2. Perangkat Komputer
3. Blanko SPM
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak | SOP Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi dasar dalammelakukan
dijalankan sesuai dengan SOP yang telahditetapkan | Monitoring dan evaluasi.

maka proses Penyusunan Dokumen Surat Perintah
Membayar (SPM) tidak akan berjalan lancar
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NOMOR SOP - pPMD. Yo/ 3Bz/ x1 /2024
TANGGAL 2 - (0- 202y
PEMBUATAN
TANGGAL -
REVISI
TANGGAL (2 - - 2024
EFEKTIF
PACALL '\,Jr A
PEMERINTAH DISAHKAR &1 Kepah{inas PMD, [~
KABUPATENMANGGARAT BARAT OLEH /i \
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA i : ”ggﬂs .
!_;:L .& Is, i
\q,p M5 a Muda
N\ b= NIk TaB’505 1999031006
SEKRETARIAT NAMA so?l“«:-&é%- ENYUSUNAN RENSTRA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Renstra
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 | 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan OPD
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar | 3. Menguasai komputer Microsoft Office
Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan. 4, Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/  Kepala ~ Badan  Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
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KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Renja 1. Alat Tulis (ATK)
2. SOP Penyusunan RKA/DPA 2. Perangkat Komputer

3. SOP Penyusunan LAKIP

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak | SOP Penyusunan Renstra menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatanOPD

dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
maka proses Penyusunan Renstra OPD tidak akan
berjalan lancar
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TANGGAL '3 - (o - 202y
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL
EFEKTIF

49
P e
s

i‘
PEMERINTAH D[SAHK%}N\"

KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ( L'f, MB
;\ . LY
SEKRETARIAT NAMA SO‘P i’i’.’;ﬁﬁP‘F‘ENYUSUNAN RENJA

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 | 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan OPD
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar | 3. Menguasai komputer Microsoft Office
Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan. 4, Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah /
Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten /
Kota D1 Jawa Timur.

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Penyusunan RENSTRA 1. Alat Tulis (ATK)
J 2. Dokumen Renstra

' 3. Format penyusunan Renja
. Perangkat Komputer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak |~ Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu tahun periode
dijalankan sesuai dengan SOP vyang telah

ditetapkan maka proses Penyusunan Renja OPD
tidak akan berjalan lancar
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NOMOR SOP - DPMDYr0 £ 2382/ Xi [ 2024
TANGGAL 3. lo-~ 2024
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL - U - 2024
EFEKTIF
el pe L
MERINTAH DISAHKAN X ,A“Kaml_ Dmas PMD (8
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH ;f;fé-,_‘i*-‘
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA & {eenpEre B
ekw ‘
\%
‘&‘\\
SEKRETARIAT NAMA SOP: W
KIN] ERJA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | 1. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang penyusunan PerjanjianKinerja
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 OPD
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar | 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan OPD
Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan. Menguasai komputer Microsoft Office

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 4. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur &

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik
Indonesia No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 |

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah,

w
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KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Renja 1. Alat Tulis (ATK)

2. SOP Penyusunan Renstra 2. Perangkat Komputer

3. SOP Penyusunan RKA/DPA 3. Format Perjanjian Kinerja
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak | Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan OPD

dijalankan sesuai dengan SOP yang telahditetapkan
maka proses Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD tidak

akan berjalan lancar
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NOMOR SOP | - DPMD. Yio /382/ x( [ 2024
TANGGAL .

PEMBUATAN s~ (o~ 2024
TANGGAL
REVISI
TANGGAL .. u - 2024
EFEKTIF

i |
PEMERINTAH DISAHKAM::-";&\;.-;“ Jeata Dinas PMD[™
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH ¢ ’Q’,»"M WS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA \Tall

Nlp 9700505199903 1006

N
SEKRETARIAT NAMA SO??fgi“ﬂﬁﬁp PENYUSUNAN LAKIP
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | 1. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang penyusunan LAKIPOPD
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 | 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan OPD
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar | 3. Menguasai komputer Microsoft Office
Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan. 4. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instanst Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

8. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8§
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
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KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Renja 1. Alat Tulis (ATK)

2. SOP Penyusunan Renstra IE:: Perangkat Komputer

3. SOP Penyusunan RKA/DPA 3. Pedoman Penyusunan LAKIP
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak =LAKIP akan dijadikan bahan Evaluasi kegiatan dan sebagai dasarpelaksanaan

dijalankan sesuai dengan SOP yang telahditetapkan | kegiatan OPD
maka proses Penyusunan LAKIP OPD tidak akan

berjalan lancar
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NOMOR SOP D pPMD . Yio/382/ x| /2024
TANGGAL tR3 -~ o - 2024
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL - W - 202y
EFEKTIF
PEMERINTAH DISAHKAN 7 & } Ke d¥nas PMD]~
KABUPATEN MANGGARATI BARAT OLEH f = HAS k el
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA & pE 25': i “il‘k
® DAN; SE
%y N PembifiaUtama Muda
p 00505199903 1006
SEKRETARIAT NAMA SOP T==s@FTKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama OPD
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 | 2. Memiliki kemampuan dalam Menyusun Indikator Kinerja Utama OPD
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar | 3. Menguasai komputer Microsoft Office
Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan. 4. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan batk

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah /
Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten /
Kota Di Jawa Timur.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.
47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kementerian
Pendayagunaan  Aparatur  Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi.

B,

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan RENSTRA 1. Alat Tulis (ATK)

2. SOP Penyusunan Renja 2. Dokumen Renstra

3. Dokumen Renja
4. Format Indikator Kinerja Utama (IKU)

74




5. Perangkat Komputer

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak Rumusan rencana program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu
dijalankan sesuai dengan SOP vyang telah | tahun periode

ditetapkan maka proses Indikator Kinerja Utama
tidak akan berjalan lancar
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NOMOR SOP : DemMD. Yio /382 / xi / 2024
TANGGAL I3 - (0. 262y
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL -1 - 202y
EFEKTIF
DISAHKAN /7 & j"’Kep “Binas PMD|~
PEMERINTAH OLEH ‘_."f-"ql ¥ 4
KABUPATENMANGGARAI BARAT 13 ol \ ,
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA o {PE iy
A% Bayt) SE
"\_ﬁ, = Pem ) gt-)rmna Muda
‘»:-'%- s 400 5051999031006
BIDANG PENATAAN DESA NAMA SOP " ‘-’ﬂﬁppembemukan penghapusan,
penggabungan, dan perubahan status
desa
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentangDesa

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabarab Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kab. Manggarai Barat;

1. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan
2. Menguasai komputer Microsoft Office

3. Menguasai administrasi ketatausahaan

4, Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan batk

Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Rapat Koordinasi Pembentukan, 1. Alat Tulis (ATK)

Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan |2. Komputer

Status Desa 3. Printer dan Scanner
2. SOP Pembentukan, Penghapusan, 4, Kamera

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan Penyelenggaraan
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan
Perubahan Status Desa tidak dijalankan sesuai
dengan SOP yang telah ditetapkan maka akan
berpengaruh pada program yang akan
dilaksanakan, penyerapan anggaran dan capaian
kinerja dengan target yang direncanakan

Surat Pengantar

Surat Undangan

Ceklist Persiapan Kegiatan
Dokumentasi Kegiatan
Laporan Kegiatan

O W
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NOMOR SOP T DPMO- Yo /382/ %1 /202y
TANGGAL 12 - (0- 2024
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL Tz - W - 2e04
EFEKTIF
F v ; = ‘1?’1?
DISAHKAN ;i a Dinas PMD,[U~
PEMERINTAH olEn A &d St
KABUPATENMANGGARAI BARAT " F :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA i ¢1) \ 8
AEY, "‘h“ﬁ‘ . S.'E
DaNTIMS A 8 >
‘NM@ fama Muda

N N LOT00 505 1999031006

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KERJASAMA
DESA

NAMA SOP “%:. 74 /S0P FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA
“DATAM KABUPATEN/KOTA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60
Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai

Barat

1. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan
2. Menguasai komputer Microsoft Office

3. Menguasai administrasi ketatausahaan

4. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Rapat Koordinasi, terkait Fasilitasi Kerja 1. Alat Tulis (ATK)
Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota 2. Komputer
2. SOP Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam 3. Printer dan Scanner
Kabupaten/Kota 4, Kamera

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
Dalam Kabupaten/Kota sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan maka akan berpengaruh padaprogram yang
akan dilaksanakan , penyerapan anggaran dan capaian
kinerja dengan target yang direncanakan.

Surat Pengantar

Surat Undangan

Ceklist Persiapan Kegiatan
Dokumentasi Kegiatan
Laporan Kegiatan

Lo L T
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NOMOR SOP I DPMO . Yio /382 /x( [ 202y
TANGGAL ‘03~ (0- 202¢
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL Tl - e~ 262y
EFEKTIF

PEMERINTAH ia
KA BUPATENMANGGARAI BARAT |

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA "k ,,
B

e Bém} iria Utama Muda
. Nip197005051999031006

ZApaL B

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KERJASAMA | NAMA SO-"P:?‘:' '+ SOP FASILITASI KERJA SAMA ANTAR
DESA DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM
KABUPATEN/KOTA

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa | 1. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 2. Menguasai komputer Microsoft Office
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di 3. Menguasai administrasi ketatausahaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik
3. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60
Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan 1. Alat Tulis (ATK)
Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota 2. Komputer
2. SOP Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan 3. Printer dan Scanner
Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota 4. Kamera
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota tidak
dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan maka
akan berpengaruh pada program yang akan dilaksanakan ,
penyerapan anggaran dan

Surat Pengantar

Surat Undangan

Ceklist Persiapan Kegiatan
Dokumentasi Kegiatan
Laporan Kegiatan

SN S A R

capaian kinerja dengan target yang direncanakan
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NOMOR SOP : DPMD. Yo /282 / %1 /262y
TANGGAL L - (o - 202'({
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL -~ 11 - 2024
EFEKTIF
pACKIY /
PEMERINTAH DISAH '«‘ __@&Tat&mas PMD/L
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH /w R o
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA geﬂ‘ii
3 gy ARAL '
m ut, SE
‘w fipa/Utama Muda
_4@.:'-‘-1«5“& F97005051999031006
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KERJASAMA | NAMA SOP =il SOP-BULAN BAKTI GOTONG ROYONG
DESA MASYARAKAT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentangDesa 1, Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 2. Menguasai komputer Microsoft Office
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di 3. Menguasai administrasi ketatausahaan
4

Provinsi Nusa Tenggara Timur Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik
3. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60

tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Karya Bhakti TNI tidak berkaitan dengan 1. Alat Tulis (ATK)
SOP lain. 2. Komputer
3. Printer dan Scanner
4, Kamera
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan Karya Bhakti TNI tidak 1. Surat Pengantar
dijalankan sesuai dengan SOP yang telah 2. Surat Undangan
ditetapkan maka akan berpengaruh pada program 3. Ceklist Persiapan Kegiatan
yang akan dilaksanakan, penyerapan anggaran dan |4, Dokumentasi Kegiatan
capaian kinerja dengan target yang direncanakan 5. Laporan Kegiatan
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NOMOR SOP

: peMD - Ylo [382/ X /2624

TANGGAL
PEMBUATAN

3 - (o - 202y

TANGGAL
REVISI

TANGGAL
EFEKTIF

T - 1 - 202y

---------------

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

EMERINTAH
KABUPATENMANGGARAI BARAT

9?? 05051999031006

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KERJASAMA
DESA

YA
"'-¢~t:;:-f"f39?p FASILITASI KEGIATAN PKK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1
2.

Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99
Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Menguasai dan memahami Peningkatan Peran TP.PKK
Kabupaten Manggarai Barat

Menguasai komputer Microsoft Office

Menguasai administrasi ketatausahaan

Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik

4. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 tahun 2022 tentang
Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat;
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Rapat Koordinasi I Lintas Sektor 1. ATK
2. Sadar Pajak Masyarakat 2. Komputer yang dilengkapi aplikasi office
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Budaya Gotong 3. Printer
royong 4, Kamera

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak dijalankan sesuai dengan
SOP yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian
pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Surat Pengantar
Surat Undangan
Ceklist Persiapan Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan
Laporan Kegiatan

> W=
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NOMOR SOP | pPmMD - Yio /a82/ %I /2024
TANGGAL % « to - fo2y
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL -~ 202y
EFEKTIF
PEMERINTAH DlSAHKA.N.,vé«‘ .
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH ,;3"
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / ""ff e
h\ Mj:..’i-“i]‘erﬂ "iﬁuUtama Muda
N ﬁf-i‘:m.m.pdgroosos 1999031006
BIDANG NAMA SOP 473 PEMBINAAN FASILITASI PENYUSUNAN
PEMERINTAHAN DESA APBDES
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa. | 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menunjang tugas
Dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 | 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional kegiatan
Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan; 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tepat sasaran dan tepat waktu
199/PMK.07/2017  tentang  Tata  Cara
Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota
dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1884);
4. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 3 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun
Anggaran 2024 Lingkup Pemerintah Kab.
Manggarai Barat;
5. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan |
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Manggarai Barat;
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Pembinaan Fasilitasi Penyusunan APBDes tidak 1. Alat Tulis (ATK)
berkaitan dengan SOP yang lain 2. Komputer
3. Printer
4. Scanner
5. Meja, Kursi
6. Ruang kerja
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP i tidak dilaksanakan sesuai dengan -
sebagaimana mestinya, maka anggaran desa tidak
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A
NOMOR SOP | : pPMD.- Yo / 382/ %t /2024
TANGGAL '3 - (0. 2024
PEMBUATAN
TANGGAL -
REVISI
TANGGAL -t - 202y
EFEKTIF
PEMERINTAH DESAHKAT\}/
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH ,«‘.E‘&*
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ;TQ.
'i-\* s fay
W tnd Wtama Muda
N Nip J¥7005051999031006
BIDANG PEMERINTAHAN DESA NAMA SOP‘“\ ’QQINVENTARIS PRODUK HUKUM DESA
K(‘PERATURAN DESA TENTANG APBDES DAN
PERTANGGUNGJIAWABANNYA)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa. | 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menunjang tugas
Dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 | 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional kegiatan
Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan; 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
3. Peraturan  Menteri Keuangan ~ Nomor tepat sasaran dan tepat waktu

199/PMK.07/2017  tentang  Tata  Cara
Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota
dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1884);

4. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 3 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun
Anggaran 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat,

5. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Manggarai Barat

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

- 1. Alat Tulis (ATK)

2. Komputer

3, Printer

4, Scanner

5. Meja, Kursi

6. Ruang kerja

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan -

sebagaimana mestinya, maka anggaran desa tidak

dapat dicairkan sehingga akan menghambat
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NOMOR SOP

S DPMD .- Yio /382 / x( /202y

TANGGAL
PEMBUATAN

2~ /o- Aap2y

TANGGAL
REVISI

TANGGAL
EFEKTIF

2024

N [ DR |

PEMERINTAH DISAHK AN Sala Dinas PMD,| ~
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH /& Ny
f
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA fafre .
| Masy

Baut
) iﬂy_ﬁ-Utama Muda
LD 16700505199903 1006

LT -
v 18 PASH ITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN

BIDANG ko
PEMERINTAHAN DESA “REPALADESA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang | 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
Desa. menunjang tugas
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik | 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan

Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional
Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 71
Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Desa

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60
Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat

kegiatan

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan

tepat sasaran dan tepat waktu

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Scanner

5. Meja, Kursi

6. Ruang kerja

115




PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan -

sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan pemilthan
Kepala Desa tidak sesuai jadwal yang

telah direncanakan sesuai peraturan.
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NOMOR SOP S DpMD. Yo /282 /i /202y
TANGGAL "3 . (b - 202y
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL 2. = o2y
EFEKTIF

AH g )
PEMERINTAH "REBALA DINAS PMD/”
KABUPATEN MANGGARAI BARAT e

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A iha Utama Muda
W e TP 19700505 1999031006

BIDANG NAMA SOP% " PENYUSUNAN INFORMASI
PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (IPPD)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
Desa menunjang tugas
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. kegiatan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
Desa. tepat sasaran dan tepat waktu

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

7. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Manggarai Barat

PEETERKAITAN > PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
- 1. Alat Tulis (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Scanner

5. Meja, Kursi

| 6. Ruang kerja

|
I




PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan | Surat tanda terima

sebagaimana yang tertuang dalam SOP ini, maka akan

dikenakan sankst administratif, berupa:

1. Teguran lisan dan tertulis yaitu teguran lisan
dan/atau teguran tertulis dari Camat yang
dilakukan paling banyak 3 kali dengan tenggang
waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya

30 hart;
2. Pemberhentian sementara, vaitu Camat dapat
mengusulkan kepada Bupati untuk

memberhentikan sementara Kepala Desa yang
bersangkutan paling lambat 30 hari sejak teguran ke
tiga diberikan;

3. Pemberhentian tetap yaitu Camat dapat
mengusulkan kepada Bupati untuk pemberhentian
tetap paling lambat 30 hari sejak
pemberhentian sementara.
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NOMOR SOP - DPMD. Gio /382 /i /202

TANGGAL "3~ [(O- 202y
PEMBUATAN
TANGGAL -
REVISI
TANGGAL - u - 202y
EFEKTIF
. --vn:::""_m_:?,bq‘
/{::;:;“'L 3{"‘3‘- B ‘
PEMERINTAH DISAHKANS .~ TRERALA DINAS PMD
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH /&, _.....f.“*.:\ !
; ; 3 - DINAS o g
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4 empERDAY
! MASYAF -
N\ N RS wia Uhma Muda
NN L NIP576050519903 1006
BIDANG PEMERINTAHAN DESA NAMA SOR: ZGARPENYUSUNAN LAPORAN
FPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
DESA (LPPD) AKHIR MASA
JABATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa | 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang menunjang thgas
Desa. 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kegiatan
Pemerintahan Daerah. 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tepat sasaran dan tepat waktu
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabatran Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Manggarai Barat.

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
- 1. Alat Tulis (ATK)

2 Komputer

3. Printer

4. Scanner

9. Meja, Kursi

6. Ruang Kerja
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NOMOR SOP

- DPMD. Yio /382 /x( [/ 2624

TANGGAL
PEMBUATAN

‘3~ (o0~ 202y

TANGGAL
REVISI

TANGGAL
EFEKTIF

- - 202y

I§

PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DISAHKAN %
OLEH /
f'g’ .
(w
o,
|

o ,\Tgéﬁ?t)osos 1999031006

y ':!Aﬁ_lg-'x ot

(KBPAL A DINAS PMD, v
&R

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

NAMA SOP

“PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabarab Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Manggarai Barat

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam

menunjang tnga
2. Memahami deng
kegiatan

S

an baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
tepat sasaran dan tepat waktu

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PER

LENGKAPAN :

1. Alat Tulis (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Scanner

5. Meja, Kursi

6. Ruang Kerja




PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan | Surat tanda terima

sebagaimana vang tertuang dalam SOP ini, maka akan
dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. Teguran lisan dan tertulis yaitu teguran lisan
dan/atau teguran tertulis dari Camat yang
dilakukan paling banyak 3 kali dengan
tenggang waktu antara teguran satu dengan
teguran lainnya 30 hari,

2. Pemberhentian sementara, yaitu Camat dapat
mengusulkan ~ kepada  Bupati  untuk
memberhentikan sementara Kepala Desa yang
bersangkutan paling lambat 30 hari sejak
teguran ke tiga diberikan;

3. Pemberhentian tetap yaitu Camat dapat
mengusulkan  kepada  Bupati  untuk
pemberhentian tetap paling lambat 30 hari
sejak pemberhentian sementara.
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PEMERINTAH
KABUPATENMANGGARAI BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| : PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN

BIDANG PEMERINTAHAN DESA NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam

DASAR HUKUM :
1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang menunjang tugas
Desa. 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kegiatan

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
tepat sasaran dan tepat waktu

Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabarab Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Manggarai Barat

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

- 1. Alat Tulis (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Scanner

5. Meja, Kursi

6. Ruang Kerja




PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan | Surat tanda terima

sebagaimana yang tertuang dalam SOP ini, maka akan
dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. Teguran lisan dan tertulis yaitu teguran lisan
dan/atau teguran tertulis dari Camat yang
dilakukan paling banyak 3 kali dengan
tenggang waktu antara teguran satu dengan
teguran lainnya 30 hari;

2. Pemberhentian sementara, yaitu Camat dapat
mengusulkan ~ kepada  Bupati  untuk
memberhentikan sementara Kepala Desa vang
bersangkutan paling lambat 30 han sejak
teguran ke tiga diberikan;

3. Pemberhentian tetap yaitu Camat dapat
mengusulkan  kepada  Bupati  untuk
pemberhentian tetap paling lambat 30 hari
sejak pemberhentian sementara
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NOMOR SOP | : ppMmD. Ylo /382 /Xt /2024
TANGGAL '3 - (0~ 202y
PEMBUATAN
TANGGAL -
REVISI
TANGGAL S~ u - Qo224
EFEKTIF
r-_'".‘"_;;ﬁ :{“J;: o l
PEMERINTAH DISAHK AN sdta Dinas PMD,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT OLEH j_}" WA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Yo frem
L M
D 24 1
\\‘g, e ALy 3 ] zi/f_;!)tama Muda
5 e Nipe9700505 1999031006
BIDANG NAMA SOP. 4R PENERBITAN SURAT PENGANGKATAN
PEMERINTAHAN DESA " [ PENJABAT KEPALA DESA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
tentang Desa menunjang tugas
2. Peratran Menteri Dalam Negeri Republik 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang |  Kegiatan
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam | 3- Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang tepat sasaran dan tepat waktu

Pemilihan Kepala Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa;

4. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala desa

5. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60
Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat.




KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Alat Tulis (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4, Scanner

5. Meja, Kursi

6. Ruang kerja

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan | Surat tanda terima

sebagaimana yang tertuang dalam SOP ini, maka akan
dikenakan sankst administratif, berupa:

1. Teguran lisan dan tertulis yaitu teguran lisan dan/atau
teguran tertulis dari Camat yang dilakukan paling
banyak 3 kali dengan tenggang waktu antara
teguran satu dengan teguran lainnya 30 hart,

2. Pemberhentian sementara, yaitu Camat dapat
mengusulkan kepada Bupati untuk
memberhentikan sementara Kepala Desa yang
bersangkutan paling lambat 30 hari sejak teguran

ke tiga diberikan,;
3. Pemberhentian tetap vaitu Camat dapat
mengusulkan kepada Bupati untuk

pemberhentian tetap paling lambat 30 hari
sejak pemberhentian sementara.
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NOMOR SOP | : ppmD - Uio /382/xi/ 2024
TANGGAL 2 -~ /0~ 2p2q
PEMBUATAN

TANGGAL
REVISI
TANGGAL 2. n - 2024
EFEKTIF

PEMERINTAH DISAHKM’%N“‘E:—?;Q@@I Dinas PMD| ~
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH /&% W \
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Q pEMng\lB v
MAGy e A
7%-, bifialitama Muda
e NIRATF05051999031006
BIDANG NAMA SORLARAPBNGES AHAN KEANGGOTAN
PEMERINTAHAN DESA SERAPAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
I. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang | 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
Desa menunjang tugas

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan

Dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 kegiatan

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional | 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan; tepat sasaran dan tepat waktu

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang

(5]

Badan Permusyawaratan Desa;

4. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 2
Tahun 2024 tentang Penetapan Penghasilan
Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Tunjangan BPD Serta Jaminan Sosial

5. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60
Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai

Barat.
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Alat Tulis (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat tanda terima
sebagaimana mestinya, maka Surat
Pengangkatan/Pengesahan Anggota  Badan

Permusyawaratan Desa tidak dapat diterbitkan.
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2 - U - 2024

PEMERINTAH
KABUPATENMANGGARAI BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

74
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aunt, SE
yina Utama Muda

L 1700505199903 1006

BIDANG PEMERINTAHAN DESA NAMA SO \Q??__“"?"_F‘%;S:PLITASI REKRUITMEN PERANGKAT
“'DESABARU
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa. | 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menunjang tugas

Dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa;
Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Manggarai Barat

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan

kegiatan

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan

tepat sasaran dan tepat waktu

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Meja kursi

5. Ruang Kerja

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan
sebagaimana mestinya, maka proses rekruitmen
Perangkat Desa baru tidak dapat dilakukan

sehingga akan menghambat pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
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TANGGAL
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PEMBUATAN

TANGGAL
REVISI

| EFEKTIF

TANGGAL - u - 2o2y

PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

>
-

e TN I |

DISAHKA &5%@\3Dinas PMD,
OLEH | /gfz o
Dina, T

\ SE

W |

!/‘1 PEMBERD ‘

i % Y)
\4 ‘%‘ gt
RN

jsfa Utama Muda
o Nipt07005051999031006

BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

NAMA SOP®: 34ENY USUNAN REGULASI PERATURAN
"DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

3. Peratuarn Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Manggarai Barat.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
menunjang tugas

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
tepat sasaran dan tepat waktu

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Meja kursi

5. Ruang Kerja

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan
sebagaimana mestinya, maka akan menghambat
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
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NOMOR SOP | :DPMD-yip /382 /%I / 2024
TANGGAL 3~ 0~ 2024
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL - it - 2024
EFEKTIF
|
PEMERINTAH DISAH&,%N wi-«-k;epala Dinas PMD,
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH;’ ‘e.. Pl \
, DIRAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5‘:. PEMBEF:D A
Lo u SE
\ ;? Utama Muda
D% (197005051999031006
BIDANG NAMA s@g‘**’% AfAS PW’USUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN DESA i }‘ANGI\A MENENGAH DESA (RPIMDES)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa | 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam

2. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 menunjang tugas
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan | 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kegiatan

Desa 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
3. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 60 tepat sasaran dan tepat waktu

Tahun 2014 tentang Dana Desa yangBersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara |

5. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerinteh Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
Tentang Fedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;,

7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2074 tentang Pedoman Pembangunan Desa;




9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 66 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah Desa
(RPJMDESA) Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDESA)  dan  Pelaksanaan  Kegaiatan
Pembangunan Desa

11.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Alat Tulis (ATK)
2. Komputer
| 3. Printer

4, Meja kursi

5. Ruang Kerja

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan
sebagaimana mestinya, maka akan berpengaruh pada
rencana pembangunan jangka menengah

desa.
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Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yangBersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belan/a Negara

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintzh Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 |

NOMOR SOP :DPMD . Yo /3B2/ %I /202y
TANGGAL "2 - (0 - 2024
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL 12 - 1 - 2024
EFEKTIF
S ki
""‘:"..'..“-u‘.'( .‘Iw‘“m'm-mh":j"":-'_:> - ld
PEMERINTAH DISAHKAN S W@a@l\m C
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH (& i: 8 ANt b
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA la.{P M%EA i b ,
N\ ik S
\M‘:g ™~ bind Utama Muda
o NiP197005051999031006
BIDANG NAMA SOP TPENYUSUNAN RENCANA
PEMERINTAHAN DESA KEGIATANPEMBANGUNAN
DESA (RKPDES)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa | 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
2. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 menunjang tugas

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan

kegiatan

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapankegiatan
tepat sasaran dan tepat waktu




Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 66 Tahun
2018 tentang Pedomasn Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIMDesa)
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

11. Peraturan Bupati Manggarai barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata
kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Manggarai Barat

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Meja kursi

5. Ruang Kerja

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan -

sebagaimana mestinya, maka akan berpengaruh

pada rencana kegiatan pembangunan desa. !
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NOMOR SOP -DPMD - Yio / 382 /x| / 2024
TANGGAL 2 - (o- 202y
PEMBUATAN
TANGGAL
REVISI
TANGGAL - t - 2024
EFEKTIF
.t"ﬁ'.:l_f:i;:; e‘if“ \;;; T
PEMERINTAH DISAHK ARl \ KepaldDinas PMD [
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH /g oead, O
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA i PERGqy
i‘i 1!}_’4&,‘% ! ¥
'1.{_ - NDP' )B o
W\ s 4
}E\'%'\ \ber'f&"'Utama Muda
G b T 197005051999031006
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA NAMA SOP =i WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang & 1. Menguasa dan memahami peraturan perundang-undangan KeuanganDesa
Pengelolaan Keuangan Desa 2. Menguasai komputer Microsoft Office
2. Peraturan Bupati MAnggarai Barat Nomor 3 tahun | 3. Menguasai Nomenklatur surat
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4, Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik

3. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nonor 60 Tahun
2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan
tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Manggarai Barat

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Workshop Pengelolaan Keuangan Desa tidak 1. Alat Tulis (ATK)
berkaitan dengan SOP yang lain 2. Komputer
3. Printer, Scanner
4, Kamera
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksanaan Workshop Pengelolaan keuangan
desa tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan maka akan berpengaruh pada penganggaran/
pertanggungjzwaban keuangan

desa.

Surat Pengantar

Surat Undangan

Ceklist Persiapan Kegiatan
Dokumentasi Kegiatan
Laporan Kegiatan

A B 00 B ot
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NOMOR SOP

: DPMD. Y10 / 382/ %/ [ 2024

TANGGAL
PEMBUATAN

13 - o - 202y

TANGGAL
REVISI

TANGGAL
EFEKTIF

PEMERINTAH

DISAHKAN /7 .

$¢

/
@‘t}inas PMD(L\'

KABUPATENMANGGARAIBARAT | OLEH /¢ . O
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1/ | Mg sﬂfp
i . :
08 WV RS Hayt SE
S\ % farr g .
"fx*%\Mmﬁ ‘Utama Muda
RN N £
NG NP +9700505199903 1006

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

“[. X PEMBINAAN KEUANGAN DESA BERBASIS

APLIKASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2017 tentang Tata Cara
Pengalckasian Dana  Desa  setiap

Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana
Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1884);

3. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60
Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat.

1. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan Keuangan

Desa

2. Menguasai komputer Microsoft Office

w

Menguasai Nomenklatur surat

4. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Meja, kursi
2. Komputer
3. ATK

4. Printer

5. Ruang Kerja

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan
sebagaimana mestinya, maka anggaran desa tidak
dapat dicairkan sehingga akan menghambat
kegiatan pemerintahan desa.
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NOMOR SOP  DPMD Y10/ 282/ %I / 202y

TANGGAL ‘2 - (o - 202¢

PEMBUATAN

TANGGAL

REVISI

TANGGAL -1 - 2p2Yy

EFEKTIF

A Ko K
PEMERINTAH DISAHK ANg#T | Kepala<Dinas PMD,L
KABUPATENMANGGARAI BARAT OLEH /& Tomee\2 ’
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA e TR

L
""\‘;}_-\- Peqbiﬁ,@tama Muda
L F005051999031006
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA NAMA SOP " MONITORING DAN EVALUASI
PENATAUSAHAAN
ASET DESA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang 1. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan KeuanganDesa
Pengelolaan Keuangan Desa. - 2. Menguasai komputer Microsoft Office
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 | 3. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Tentang Pengelolaan Aset Desa; kegiatan

3. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 69 Tahun | 4. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik
2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

4. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun
2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Manggarai Barat

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Meja, kursi

2. Komputer

3. ATK

4. Printer

5. Ruang Kerja

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan
sebagaimana mestinya, maka aset desa tidak
terinventaris serta tertata dengan baik dan benar.
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NOMOR SOP

- DPMD. wio /3%2 /%1 / 2024

TANGGAL

12 - lo - 202y
PEMBUATAN

TANGGAL
REVISI

TANGGAL
EFEKTIF

- W - 2024

DISAHKAYZ” | | Kepala Dinas PMD, [L
PEMERINTAH OLEH/ S/ Oinas > :
KABUPATENMANGGARAI BARAT o [ PEMBERNAY

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA |

j l‘: n "’}na Utama Muda
oAb Rip 9700505199903 1006

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA NAMA SOP : 'PEMBINAAN HASIL MONITORING DAN
EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET DESA ]
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun
2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

3. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 69
tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

4. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60
Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat.

1. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan Keuangan
Desa

| 2 Menguasai komputer Microsoft Office

3. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan
4. Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Meja, kursi
2. Komputer
3. ATK

4. Printer

5. Ruang Kerja

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan
sebagaimana mestinya, maka aset desa tidak
| terinventaris serta tertata dengan baik dan benar.
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